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Menimbang :

Mengingat

REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi perjalanan
dinas luar negeri bagi aparatur sipil negara di lingkungan
Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional perlu
mengatur kembali ketentuan mengenai perjalanan dinas
luar negeri;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional tentang
Perjalanan Dinas Luar Negeri di Lingkungan Lembaga

Penerbangan dan Antariksa Nasional,

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang
Keantariksaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5435);

Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2015 tentang

Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lembaran
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Menetapkan

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 91);

Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa
Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 8
Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala
Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 8
Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga
Penerbangan dan Antariksa Nasional (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1723);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA
NASIONAL TENTANG PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI DI
LINGKUNGAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA
NASIONAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan:

1.

Perjalanan Dinas Luar Negeri yang selanjutnya disingkat
PDLN adalah perjalanan yang dilakukan keluar dan/atau
masuk wilayah Republik Indonesia, termasuk perjalanan
di luar wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan
dinas/negara.

Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut
Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai
pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh
pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam
suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara
lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-

undangan.
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Surat Permohonan adalah surat permohonan izin
perjalanan dinas ke Luar Negeri bagi Pegawai ASN di
lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa
Nasional.

Surat Persetujuan Pemerintah adalah surat pemberian
izin dari pemerintah untuk melaksanakan Perjalanan
Dinas Luar Negeri yang diberikan oleh Presiden atau
pejabat yang ditunjuk bagi Pegawai ASN atau izin untuk
meninggalkan wilayah kerja di luar negeri yang
diterbitkan oleh Kementerian Sekretariat Negara.

Exit Permit atau Izin Berangkat ke Luar Negeri adalah izin
yang diberikan kepada Warga Negara Indonesia
pemegang Paspor Republik Indonesia yang akan
melakukan perjalanan dinas yang diterbitkan oleh
Menteri Luar Negeri atau Kepala Perwakilan.

Service Pasport atau Paspor Dinas adalah dokumen
perjalanan dinas yang memuat identitas pemegangnya
untuk melakukan perjalanan antar negara yang tidak
bersifat diplomatik dalam rangka penempatan atau tugas
resmi yang dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri
Republik Indonesia.

Rekomendasi Visa adalah surat rekomendasi yang
diterbitkan oleh Direktorat Konsuler Kementerian Luar
Negeri ditujukan kepada perwakilan negara asing di
Indonesia guna meminta izin masuk atau izin tinggal bagi
pemegang Service Pasport atau Paspor Dinas yang akan
melakukan penempatan atau perjalanan dinas di negara
tujuan.

Visa adalah dokumen pemberian izin masuk ke suatu
negara dalam suatu periode waktu dan tujuan tertentu
yang dikeluarkan oleh kedutaan negara bersangkutan.
Laporan adalah pemberitahuan hasil PDLN secara
tertulis yang disampaikan kepada Kepala Lembaga dan
Kementerian Sekretariat Negara.

Misi/Delegasi adalah perutusan resmi Pemerintah
Republik Indonesia yang diberi tugas tertentu atau ke

suatu Konferensi Internasional oleh Pemerintah
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11.

12.

Indonesia untuk kepentingan Negara Indonesia.

Donor adalah perusahaan swasta, lembaga pendidikan
swasta, lembaga kemasyarakatan atau perseorangan
dalam negeri atau pemerintah negara asing, badan-badan
internasional di bawah Perserikatan Bangsa-bangsa,
badan-badan regional, badan-badan swasta
internasional, lembaga  pendidikan luar negeri,
perusahaan swasta asing atau perseorangan asing yang
menyediakan dukungan dana untuk melaksanakan
PDLN.

Biro Kerja Sama, Hubungan Masyarakat, dan Umum
yang selanjutnya disebut Biro KSHU adalah Biro yang
mempunyai tugas melakukan pengurusan administrasi

PDLN.

Pasal 2

PDLN dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip

sebagai berikut:

a.

(1)
(2)

(3)

selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat
tinggi dan prioritas  yang  berkaitan dengan
penyelenggaraan pemerintahan,;

ketersediaan  anggaran dan  kesesuaian dengan
pencapaian kinerja Lembaga;

efisiensi dan efektivitas penggunaan belanja negara; dan
transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan perjalanan
dinas khususnya dalam pemberian perintah dan

pembebanan biaya PDLN.

Pasal 3

Pegawai ASN dapat melakukan PDLN.
Setiap PDLN terlebih dahulu memerlukan izin Presiden
atau pejabat yang ditunjuk.
PDLN dapat dilakukan untuk keperluan sebagai berikut:
a. melaksanakan tugas fungsi yang melekat pada

jabatan;
b. mengikuti tugas belajar di luar negeri;

c. mengikuti kegiatan magang di luar negeri;



(4)

(5)

(6)

(1)

(2)

(1)

(2)
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d. mengikuti konferensi/sidang internasional, seminar,
lokakarya, studi banding dan kegiatan yang sejenis;

e. mengikuti dan/atau melaksanakan pameran dan
promosi; dan

f.  mengikuti pendidikan dan pelatihan, kursus singkat
(short course) atau kegiatan yang sejenis.

PDLN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d

harus dibatasi dengan ketat sepanjang menggunakan

biaya anggaran pendapatan dan belanja negara.

PDLN dengan biaya anggaran pendapatan dan belanja

negara dilaksanakan dengan mengutamakan perusahaan

penerbangan nasional atau perusahaan pengangkutan

nasional lainnya.

PDLN dengan biaya donor luar/dalam negeri tidak

menimbulkan ikatan apapun terhadap pemerintah.

Pasal 4
Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(1) dalam melakukan PDLN harus memiliki dokumen
administrasi PDLN.
Dokumen administrasi PDLN sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terdiri atas:

a. Surat Tugas;

b. Surat Perjalanan Dinas;

c. Surat Persetujuan Pemerintah;

d. Service Passport atau Paspor Dinas;

e. Exit Permit atau Izin Berangkat ke Luar Negeri; dan
f. Rekomendasi Visa.

Pasal 5
Jangka waktu izin tugas belajar luar negeri 2 (dua) tahun
dan dapat diperpanjang kembali.
PDLN dengan jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan
harus mengajukan izin tinggal sementara luar negeri ke

kedutaan negara tujuan.



